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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Analisis 

Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kp2kp Taliwang Berpengaruh Dalam 

Kepatuhan Wajib Pajak. Bardasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Analisis akuntabilitas pelayanan publik dalam kepatuhan wajib pajak 

pada KP2KP Taliwang menunjukkan telah menggunakan lima unsur 

akuntabilitas instansi, ada dua unsur yang tidak berhasil yaitu transparasi 

dan responsivitas, transparasi diKP2KP Taliwang belum sesuai dengan 

prosedur yang berlaku, seperti pengeluaran uang pajak tidak dipublis 

disosial medianya hanya ada penerimaan uang pajak saja, kedua 

responsivitas sudah cukup baik tetapi masih ada kelemahan yang belum 

memenuhi kebutuhan masyarakat KP2KP Taliwang seperti kurang 

tanggapan yang diinginkan masyarakat dan tidak memenuhi harapan 

masyarakat dari segi kualitas pelayanannya, Dan unsur yang berhasil ada 

tiga yaitu liabilitas, control individu, dan responsibilitas sudah 

menunjukkan kewajiban organisasi untuk semua kebutuhan masyarakat,  

sehingga dirumuskan dengan berbagai program dan kegiatan yang dapat 

meningkatkan akuntabilitas pelayanannya sudah mencapai tingkat 

kepuasan masyarakat dalam hal pelayananya dan hal-hal yang dapat 

mendukung tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik kuat dari 

pegawai KP2KP Taliwang. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, 

maka terdapat saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini yaitu, 

sebagai berikut: 

1. Bagi Kp2kp Taliwang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan 

publiknya, karna sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

seperti, Trasparasi nya harus lebih terbuka kepada masyarakat yang dimana 

pengeluaran uang pajak harus jelas agar masyarakat tau untuk apa dan 

dikemanakan uang pajak tersebut, dan responsivitas  KP2KP Taliwang agar 

bisa lebih baik supaya wajib pajak merasa puas dengan pelayanannya, 

seperti daya tangkap yang cepat dan jelas agar masyarakat bisa paham 

dalam apa yang diinginkan dalam melakukan konsultasi perpajakan 

diKP2KP Taliwang. 
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